WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 7% TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MAGELANG SELATAN

SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
kesehatan yang bermutu dan terjangkau serta guna
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu
memberikan fleksibilitas untuk mengelola keuangan
dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan
keuangan dan untuk memenuhi persyaratan
administratif Pusat Kesehatan Masyarakat Magelang
Selatan Kota Magelang sebagai Badan Layanan Umum
Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum maka perlu adanya pedoman teknis
pengelolaan keuangan dimaksud;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas,
maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi
Pusat Kesehatan Masyarakat Magelang Selatan Kota
Magelang sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
at;
2, %E::;an;{Jndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang'Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undaﬂg‘Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844); :
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal [Leﬂllbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor. 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
Borcfiizan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintah Daerah (Lembaran
PenysicnEERe e ia Tahun 2005 Nomor 165
Negara Republik Indones ;
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mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urysan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008
tentang  Urusan  Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor
2);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008
tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok
Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota
Magelang Tahun 2008 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920 / Menkes /
Per/X11/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan
Swasta di Bidang Medik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan
Publik; -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan
Standar Pelayanaﬂ Mmlmal,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah; -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007
tentang Pedoman Pen_yusunan Rencana Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal;
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MENETAPKAN : PERATURAN

23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 228 / Menkes /

SK;’ 111 / 2002 tenta_ng Pedoman Peny‘usuna—n Standar
Pelayanan  Minimal  pyskesmas  Yang ~ Wajib
Dilaksanakan Daerah;

24 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004
tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;

WALIKOTA  TENTANG  PEDOMAN
VKNS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI
CUSAT KESEHATAN —MASYARAKAT MAGELANG
SELATAN SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota inj yang dimaksud dengan :

i
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota d.

£

. Walikota adalah Walikota Magelang.
. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan kesehatan.
. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah

Daerah adalah Kota Magelang,

an perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan,
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang
selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan
Daerah yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk
menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum, sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan negara/daerah pada umumnya. . N

Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD sfelanjutnya disingkat
BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
di llngkungan Pemerintah Daerah yang mem.srapkan PPK— BLUD.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas
adalah wunit pelaksana teknis Dinas yang bcl.-ta.nggung Jawab
Menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kesehatan
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9. Laporan keuangan adalah
L
keuangan Puskesmasg yan s

Kas, Laporan Realisasij An
10. Rencana Strategis yang
Bisnis yang memuat visi

Pertanggungjawaban pengelolaan
8 terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Arus
€€aran dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
SCIa.njum),a disebut Renstra adalah Strategi
» Misi, program strategis, target kinerja dan
Puskesmas,

yang selanjutnya disebut pejabat pengelola
ggungjawab terhadap kinerja operasional
Pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat

adalah pejabat Yang bertan
Puskesmas yang terdiri atas
teknis.

12. gi:ﬁ:f::;ly::alah Semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan
§ menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran
bersal_'lgkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

13. Belﬁnja adalah semua Pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi
e'la.ntas dans.l lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
Hidal a0 (.ilpt‘:roleh pembayarannya kembali oleh Puskesmas.

14_RF:1-1cana Bisnis dan Anggaran BLUD Puskesmas, yang selanjutnya
disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran
;:.;u}l(nan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran oleh

skesmas.

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD Puskesmas, yang selanjutnya
disingkat DPA BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan
biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang
akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
oleh BLUD Puskesmas.

16. Satuan Pemeriksaan Intern adalah perangkat Puskesmas yang bertugas
melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka
membantu pemimpin Puskesmas untuk meningkatkan kinerja
pelayanan, keuangan dan social responsibility dalam menyelenggarakan
bisnis sehat.

17. Dewan Pengawas Puskesmas, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas
adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap
pengelolaan Puskesmas. . .

18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan t?aerah yang I:ilempunyal
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman tekni‘s p:engelo
Puskesmas Magelang Selatan meliput! :
kekuasaan pengelolaan keuangar;
perencanaan dan penganggarar
pelaksanaan anggaran;

Pérubahan anggaran; ;
akuntansi, pcliioran dan pertaﬂgg”nglawaban

~ —
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BAR
P
EJ;:?;T PENGELOLA BLUD UNIT KERJA
KESMAS MAGELANG SELATAN

_ Bagian Kesaty
Pejabat Pengelola Puskesmas

Pasal 3

Pejabat Pengelola BLUD Unjt Kerja Puskesmas Magelang Selatan terdiri atas:

a. Kepala Puskesmas sgep
Magelang Selatan;

b. Pejabat Pengelola Keuan
dan

c. Pejabat Pengelola Pelayanan sebagai Pejabat Teknis

38l pemimpin BLUD Unit Kerja Puskesmas

gan sebagai Penanggungjawab Keuangan BLUD;

Bagian Kedua
Penanggung Jawab

Pasal 4

(1) Kepala Puskesmas selaku pemimpin BLUD Unit Kerja Puskesmas

Magelang Selatan adalah peénanggung jawab umum operasional dan
keuangan Puskesmas.

(2). Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai
kewajiban :

a. menyiapkan rencana strategis bisnis;

b. menyiapkan RBA tahunan;

¢. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan
keuangan; dan

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan

Pasal 5 )

(1) Pejabat pengelola Keuangan Puskesmas adalah penanggungjawab
keuangan dan pelaksana fungsi tata usaha keuangan Puskesmas.

(2) Penanggungjawab keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Mmempunyai kewajiban :
2. mengkoordinasikan penyusunan RBA; |
b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran Puskesmas;

¢. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;

L -
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j. meneliti Surat Permintaan pe

k. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP );

1. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
m.melakukan verifikasi harjap atas penet‘imaan"
n. melaksanakan akuntans;: ’
o. menyiapkan laporan kcua’ngan;

p. melakukan penatausahaan utang/piutang;

g. melakukan Penatausahaan persediaan, asset tetap dan investasi; dan
r. melakukan penatausahaan ekuitas,

(3) Dalam melaksangkan tugasnya penanggungjawab keuangan dibantu oleh
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

(4) gf‘l&%ahara penerimaan dan pengeluaran ditetapkan oleh Pemimpin

Bagian Keempat
Pejabat Teknis

Pasal 6

(1) Pejabat Pengelola Pelayanan sebagai Pejabat Teknis mempunyai fungsi
sebagai penanggungjawab teknis di bidang tugasnya.

(%) Penanggungjawab teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mempunyai tugas :
a. menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;
b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA dan;
¢. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Pembina Keuangan Puskesmas

Pasal 7

() Pembina Keuangan BLUD Unit Kerja Puskesmas Magelang Selatan
dilakukan oleh PPKD sesuai kewenangannya.
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mbina k ;
@ g:mben'an :‘:Zﬁia;n S;jbagb. ana dimaksud dalam ayat (1) meliputi
7 = » DIm mgan, i i e Y
pelatihan dibidang pengelolaan keusaliazear:m’ konsultasi, pendidikan dan

5 BAB Iv
ERENCP}NMN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 8

(1) B.LU].D fJnit Kerja Puskesmas Magelang Selatan menyusun Renstra
Bisnis Lima Tahunan berdasar pada RPJMD.

(2) Renstra Sebaga.imana dimaksud dalam ayat (1) mencakup visi, misi,
program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja Puskesmas.

(3) Visi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat suatu gambaran
yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan
citra yang ingin diwujudkan.

(4) Misi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat sesuatu yang harus
diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan
organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

(5) Program strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat
program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5
(ima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala
yang ada atau mungkin timbul.

(6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
memuat pengukuran yang dilakukan denga.n. mt?nggambarkan
pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai analisis atas
factor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya

kinerja tahun berjalan.
Pasal 9

(1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilengkapi dengan

rencana implementasi 5 (lima) tahunan. . .
() Rencana implementasi lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat

i tahunan, pembiayaan lima
1 ambaran program lima
;Luﬁzsl;ﬁinn ggu ngjawab program dan prosedur pelaksanaan program.
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(3) Renstra dan rencana implementas; 1 . bagai
t nakan sebagai
dasar penyusunan RBA duis $vatuns] iz;‘l:eljihunan dipergu

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 10

yang diperkirakan akan diterima darj masyarakat, badan lain, APBD, APBN
dan sumber-sumber pendapatan Puskesmas lainnya

Pasal 11

(1) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dar s ata
Puskesmas. jut darl program dan kegia

(2) RBA disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu
persentase ambang batas tertenty

(3) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
belanja yang dapat bertambah atau berkurang setidaknya proporsional
dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional.

(4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan kebutuhan yang sesuai dapat diprediksi dan dicapai serta
terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) memuat :
a. kinerja Puskesmas tahun berjalan;
b.asumsi makro dan mikro;
C. target kinerja;
d.analisis dan perkiraan biaya satuan;
e. perkiraan harga;
f. anggaran, pendapatan dan biaya;
g besaran persentase ambang batas;
h. prognosa laporan keuangan; dan
i. perkiraan maju ( Forward estimate ). ‘ '
() RBA sebagaimana dimaksud dalam anlt' (1) dlsert? denggn usulan
Program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran

Yang akan dihasilkan. ‘
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Pasal 13
(1) Kinerja tahun berjalan sebages: i
huruf a meliputj . A8almana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
a. hasil kegiatan Usaha;
b. faktor yang mempengaryh; kinerja;
c. perbandingan RBA tahun bery ,

d.laporan keuangan tahun berjalan;
€. rencana tindak lanjut, ’

@) }?lslt:un;s; an;atl:;z ;:j:.: :mlkro Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
a. asumsi tentang njlaj inflasi;
b. pertumbuhan ekonomi;
c. nilai kurs;
d. asumsi tarif;
e. volume pelayanan;
f. pendapatan.

3

i
g
.
5 3
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o
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g

a. perkiraan Pencapaian kinerja pelayanan;
b. keuangan pada tahun yang direncanakan.

(4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1) huruf d merupakan perkiraan biaya Per unit penyediaan
barang dan /atau jasa pelayanan  yang diberikan, setelah
memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan
/atau jasa yang akan dihasilkan.

(5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e
merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah
memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan
seperti tercermin dari tarif layanan.

(6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf f merupakan rencana seluruh kegiatan tahunan yang
dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan
dan belanja.

(/) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1) huruf g, merupakan besarap persentase pfembahan anggaran
bersumber dari pendapatan operasional yang dip.erkenankan -dan
ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional

BLUD.

(8} ProgDOSa lapora_n keuangan scbagaimana du-naksud dalam P, asal lz.ayat
(1) huruf g merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan

L

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

seperti tercermin pada la

poran realisasi erasional
neraca dan laporan arus alisasi anggaran/laporan op: N

kas,

o), Perlrant; Mam {wand estimate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12 ayat (1) huruf h mMerupakan perhitungan kebutuhan dana untuk
T tnya dari tahun yang direncanakan guna
€sinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui

dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

tahun anggaran beriky
memastikan

dan menjadi

Pasal 14

(1) RBA disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA Dinas.

(2) RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipersamakan sebagai RKA-
Unit Kerja

Pasal 15

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan kepada
Kepala Dinas untuk dibahas sebagai bagian dari RKA Dinas.

(2) RKA Dinas beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari BLUD
Unit Kerja Puskesmas Magelang Selatan, disampaikan kepada PPKD.

Pasal 16

RKA Dinas beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)
disampaikan oleh PPKD kepada TAPD untuk dibahas dan diverifikasi.

Pasal 17

dengan ketentuan yang ditetapkan

i ikan
Penyusunan RBA disesual o Bt danaan yang berkenaan.

berdasarkan masing-masing sumb

Pasal 18

fikasi TAPD sebagaimana dimaksud

diveri
oo a DPPKD untuk dituangkan dalam

i a
(1) RBA yang telah dibah  as lisped

dalam Pasal 16 disamp

rancangan APBD. o
(2) Berdasarkan APBD yangn .
Puskesmas melakukan P€ y

menjadi RBA definitive

lah ditetapkan, melalui Dinas, Kepala
suaian terhadap RBA untuk ditetapkan
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BAB v

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 19

Pelaksanaan RBA sesuaj den

. 1 gan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan
masing-masing sumber pend

anaan yang berkenaan.

Bagian Kesatu
DPA-Puskesmas

Pasal 20

(1) DPA sebagaimana dimaksud dalarm Pasal 18 ayat (3) paling sedikit
mencakup :

a. Pendapatan dan belanja;
b. Proyeksi arus kas; dan

c. Jumlah dan kualitas Jjasa dan/atau barang yang akan dihasilkan.

(2) PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPA paling lambat
tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran berikutnya atau
paling lambat dua hari setelah

APBD disahkan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran.

(3) Pengesahan DPA berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(4) Dalam hal DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan
oleh PPKD, Puskesmas dapat melakukan pengeluaran uan

g paling tinggi
sebesar angka DPA tahun sebelumnya

Pasal 21

(1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (2) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.

() Penarikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Yang dipergunakan
untuk belanja pegawai, belanja barang dan/atau jasa dan belanja modal
dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang
diketahui oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 22

1) Dpa menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh
Walikota dengan Kepala Puskesmas.
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@) Penandatanganan Perjan;

ian 2 4 | ayat ]} )
Walikota dapat melimpah woagaimana dimakeud dalam ayat (

kan Wewenangnya kepada Kepala Dinas.
(3) Perjanjian kinerja sebagaimang
manifestasi dari hubyp
yang dituangkan dalam

dimaksud dalam ayat (1) merupakan
Ban kerja antara Walikota dan Kepala Puskemas
Per_}anjian kinerja.

(5) Perjanjian kinerja sebg
memuat kesanggupan y

a. kinerja pelayanan

b. kinerja keuangan;

c¢. manfaat bagi masyarakat,

gaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain
ntuk meningkatkan:
bagi masyarakat:

Bagian Kedua
Pendapatan

Pasal 23

Pendapatan bersumber dari :

Jasa Layanan;

Hibah;

Hasil kerjasama dengan pihak ketiga;
Lain-lain pendapatan Puskesmas yang sah;
APBD; dan

APBN

;e A oo

Pasal 24

(1) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan
yang diberikan kepada masyarakat, baik secara fee for service dan/ atau
secara kapitasi. ) )

(2) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagalmax}a di.maksuc! dalam
Pasal 23 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah t{d&k te.nkat yang
diperoleh dari pemerintah, masyarakat atau- b:ad.an lain, baik berupa
dana maupun barang dan/atau jasa yang dinilai dengan satuan mata
uang, ; :

(3) Hasi% kerjasama dengan pihak ketiga sebagam:\ana- dimaksud .da.lam
Pasal 23 huruf ¢ dapat berupa perc?lchan dari kerjasama operasi, sewa
menyewa dan usaha lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan

tusas pokok dan fungsi Puskesmas.

. -
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(4) Pendapatan lainnya
huruf d antara Jajn-
a. hasil penjualan kekayaan yan
b. hasil pemanfaatan kekayaa.n;
C. Jasa giro;

Yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

g tidak dipisahkan;

(6) gcn:la;;atan yang bersumber dar APBN sebagaimaiis diaksnd daiam
as

Pasal 25

(1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kecuali yang
berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai
belanja Puskesmas sesuai RBA definitif,

(2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a,
b, ¢, dan d dilaporkan sebagai jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah pada obyek pendapatan Puskesmas.

Pasal 26

Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2)
diperlakukan sesuai peruntukannya

Pasal 27

Dalam hal BLUD Unit Kerja Puskesmas Magelang Selatan ditunjuk sebagai
Pelaksana anggaran dekonsentrasi /tugas pembantuan proses pengelola
keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang

berlaku dalam pelaksanaan APBN.
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Bagian Ketipa
Belanja

Pasal 28

(1) Belanja terdiri darj unsuy

r bi " ; ; .
dituangkan dalam RBA d 'aya yang sesuai dengan struktur biaya yang

efinitif,

(2) Belanja merupakan biay

(1) Biaya operasional seba
a. biaya pelayanan
b. biaya umum dan administrasj

(2) Biaya pelayanan sebagaimana
dari :
a. biaya pegawai
b. biaya bahan
c. biaya jasa pelayanan
d. biaya pemeliharaan
e. biaya daya dan jasa
f. biaya pelayanan lain-lain

dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri

(3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b terdiri dari :

a. biaya pegawai

b. biaya administrasi kantor

c. biaya pemeliharaan

d. biaya barang dan jasa

e. biaya promosi

f. biaya umum dan adminstrasi lain-lain

Pasal 30

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, terdiri
dari:

a. biaya bunga;

b. biaya administrasi bank;

C. biaya kerugian penjualan asset tetap;

d. biaya kerugian penurunan nilai, dan

€. biaya non operasional lain-lain.
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Pasal 31

(1) Pengelolaan belanja disel ‘
kesetaraan antarg VOlun::: 88arakan secara fleksibel berdasarkan

et kegiatan pelayanan dengan jumlah
pengeluaran, mengiluti Praktek bispjis yang sehat.
1 s
Einiceiaznkal:lznil < oocara fleksibel sebagaimana dimaksud dalam ayat
P €lanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan

delam lfm bang batas yang teap ditetapkan dalam RBA definitif dan
dilaporkan dalam perhitungan anggaran

(2

—_—

(3) Pengelolaan belanja secarg fleksi : ; ¢
(1) berlaku dalam amban Sxaibel sebagaimana dimaksud dalam aya

€ Batn ibili i itetapkan
dalam RBA definitif, S fleksibilitas sesuai yang telah ditetap

Pasal 32

(1) Ambang batas fleksibilitas

. sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat'
(8) ditetapkan dengan bes; p

aran persentase.

snEAn CUEmPe bangkan fluktuasi kegiatan operasional Puskesmas
(3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan

oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan PPKD.

(4) Khusus untuk biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal
29 ayar (2) huruf c, ditetapkan paling tinggi 40% (empat puluh persen)

dari pendapatan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada pasal 24
ayat (1).

Bagian Keempat
Pengelolaan Kas

Pasal 33

(1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran ‘kas yang bersumber
sebagaimana dimaksud dalam pasal (23) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan
huruf d dilaksanakan melalui rekening kas BLUD Unit Kerja Puskesmas
Magelang Selatan pada bank yang ditetapkan Kepala Puskesmas.

() Rekening kas BLUD Unit Kerja Puskesmas Magelang Selatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuka oleh Kepala dan
Bendahara Puskesmas pada bank umum.
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(1) Dalam pengelolaan Kas,

(@

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

4)

Pasal 34

berikut : Puskesmas menyelenggarakan hal-hal scbagai

a. merencanakan penerima,

an d
b. melalfukan Pémungutan pen
c. menylmpan kas dan mengel
d. melakukan pembayaran

an pengeluaran kas;
dapatan atau tagihan;
ola rekening bank;

Pemanfaatan )
dilalilnkz.i . bsurp.h.l:s kas s?bagaumana dimaksud dalam ayat (1) huruf f

oo oge Investast janghka pendelk pada instrumen keuangan
dengan resiko rendah.

Penerfmaan Puskesmas pada setiap hari kerja disetorkan seluruhnya ke
"“j‘kenmﬁ kas BLUD Unit Kerja Puskesmas Magelang Selatan dan
dilaporkan kepada pejabat keuangan Puskesmas

Pengelolaan kas BLUD Unit Kerja Puskesmas Magelang Selatan
diselenggarakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kelima )
Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 35

BLUD Unit Kerja Puskesmas Magelang Selatan dapat memberikan
piutang sehubungan dengan penyerahan barang jasa, dan/atau
transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan

kegiatan Puskesmas.

Piutang dikelola secara' tertib, efisien, ekonomis, transparan dan
bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan
prinsip bisnis yang sehat dan berdasar ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BLUD Unit Kerja Puskesmas Magelang Selatan melakukan penagihan
piutang pada saat piutang jatuh tempo

puskesmas Magelang Selatan melakukan penagihan
aksud dalam ayat (3) Puskesmas menyiapkan
gihan, menyelesaikan tagihan atas piutang.

BLUD Unit Kerja «
piutang sebagaimana .dlrﬂ
bukti dan administrasi pena
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(5) Penagihan piutang sebagaimang dimaksud dalam ayat (3) yang sulit

Eiiagh .dapat dilimpahkan Pénagihannya kepada Walikota dengan
dilampiri bukti-buktj valid dan gah

Pasal 36

(1) Piutang dapat dihapus Secara muyt]
penilaian oleh pejab
berjenjang sesuai ke

ak atau bersyarat apabila sudah ada
at yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara
tentuan yang berlaky.

(2) Kewenangan Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 37

(1) BLUD Unit Kerja Puskesmas Magelang Selatan dapat melakukan

U
pinjaman/utang  sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau
perikatan Peminjaman kepada pihak lain.

(2) Pinjaman dikelola dan disele
transparan dan bertan
sehat.

(3) Pemanfaatan pinjaman/utang yan

saikan secara tertib, efisien, ekonomis,
ggungjawab sesuai dengan praktek bisnis yang

menutup defisit kas.

(4) Pemanfaatan Pinjaman/utang yang berasal darj perikatan pinjaman
jangka panjang hanya untuk belanja modal.

Pasal 38

(1) Besarnya utang jangka pendek setinggi-tingginya 3 (tiga) kali perkiraan
pendapatan per bulan dan surplus pendapatan kas.

(2) Perikatan pinjaman jangka pendek ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

(3) Besaran utang jangka panjang ditentukan berdasarkan tingkat likuiditas
Selama masa angsuran

@) Perikatan perjanjian jangka panjang ditetapkan oleh Kepala Puskesmags
dengan persetujuan Kepala Dinas.

5) Pembayaran kembali pinjaman/utang SEbagaimang dimaksud dalam

Pasal 35 ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD Unit Kerja Puskesmas

Magelang Selatan.

|-
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Pasal 39

(1) Hak tagih mengenai utan
setelah 5 (lima) tahun g
ditetapkan lain oleh undang

B atas beban Negara/daecrah kadaluwarsa

cjak utang tersebut jatuh tempo kecuali
-Undang,

(2) Kadaluwarsa Sebagaimang
yang pihak yang berpiutang
berakhirnya magg kadaluwg

dimaksud dalam ayat (1) tertunda apabila

Mengajukan tagihan kepada daerah sebelum
I'sa,

(3) Ketentuan sebagaimang dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk

pembayaran kewajiban bun P : ;
ga dan pok aman BLUD Unit Kerja
Puskesmas Magelang Selatan. e

Pasal 40

Utang dapat bersumber darj
Pemerintah;

Pemerintah daerah lain;

Lembaga keuangan bank;

Lembaga keuangan bukan bank; dan
Masyarakat.

® oo p

Pasal 41

(1) BLUD Unit Kerja Puskesmas Magelang Selatan wajib membayar bunga
dan pokok utang yang telah jatuh tempo.

(2) Pemimpin BLUD Unit Kerja Puskesmas dapat melakukan pelampauan
pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang
batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

(3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman/utang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan dalam pembahasan

RBA perubahan.

(4) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang g'atu.h tempo
melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA perubahan, pemimpin BLUD
Puskesmas dapat melakukan. ;.)elampauan . pembayaran  dan
melaporkannya dalam laporan realisasi anggaran kepada PPKD.

| .  ———
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Bagian Keenam
Investas;i

Pasal 42

) vl Tt Kerja puSkeSmas lakukan
investasi sepanjang membe Magelang Selatan dapat me

X rikan manfaat bagi peningkatan pendapatan
s pe.rlln.glfatan Pelayanan kepada masyarakat serta tidak
HHEREnsEn Meutditas keuangan Puskesmas,

(2) Investasi sebagaimang

Pasal 43

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2)

merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan,
dltUJUkan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta
dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mencakup :

a. Deposito berjangka wakty 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas)
bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis;

b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN);

¢. Pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan

d. Pembelian Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Pasal _44

(1) BLUD Unit Kerja Puskesmas Magelang Selatan tidak dapat melakukan
investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Walikota.

(2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara
lain:
a. Penyertaan modal; .
b. Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; atau
¢. Investasi langsung (pendirian perusahaan)

() Dalam hal Puskesmas mendirikan, membeli badan usaha yang berbadan
hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.

Pasal 45

(1) Hasil investasi sebagaimana dalam Pasal 42 ayat (1) merupakan

Pendapatan Puskesmas

A
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gaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
& Untuk membiayai belanja sesuai RBA

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Barang

Pasal 46

(1) Pengadaan barang gy jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien dan

‘ngan praktek bisnis yang sehat.

2) Pulskcimas diberikan fleksibjlitas berupa pembebasan sebagias atat
seluruhnya darj ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang

dan/atau jasa pemerintah, pia terdapat alasan efektifitas dan/atau
efisiensi.

(4) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan terhadap
pengadan barang/jasa yang bersifat :
a. barang/jasa yang bersifat wajib;
b. barang/jasa yang bersifat kebutuhan mendesak;
c. barang/jasa yang bersifat kebutuhan darurat.

(5) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa:
a. jenjang nilai pengadaan; dan/atau
b.realisasi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk
pengadaan bahan makanan, obat-obatan, bahan kimia dan bahan
radiologi.

Pasal 47

Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari -hiba.h tt?rilfat dapat
dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atay
ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau ketentll.lan pe-ngad'aa.m barang‘
dan/atau jasa yang berlaku bagi Puskesmas sepanjang disetujui pemberi
hibah,

Pasal 48

(1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)
dilakukan oleh pelaksana nengadaan.
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(2) Pelaksanaan pengadaan sebagai . tan: svet 1) dapat
berbentuk tim, panjt; galmana dimaksud dalam ayat (1)

18 atau unit yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas

. d%tugaskan soars khusus untuk melaksanakan pengadaan
barang/jasa guna keperluan py T

(3) Pelaksanaan pen

gadaan sebagaim
dari personil

yang memaham;j
tan yang bersangkut

ana dimaksud dalam ayat (2) terdiri
tata cara pengadaan, substansi
an dan bidang lain yang diperlukan.

tidak memenuhi Persyaratdn sebagai asset tetap.

(3) Penerimaan hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari
pengalihan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan
pendapatan Puskesmas.

(4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan Puskesmas.

Pasal 50

(1) BLUD Unit Kerja Puskesmas Magelang Selatan tidak dapat mengalihkan
dan/atau menghapus asset tetap, kecuali atas persetyjuan pejabat yang
berwenang.

(2) Aset tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan asset
berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
untuk digunakan dalam kegiatan Puskesmas atau dimanfaatkan oleh

F masyarakat umum sesuai standar akuntansi yang berlaku.

i set tetap sebagaimana
(3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan as tap air
dimaksug dall::;n ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan
jenis ba_rang sesuai dengan ketentuan peraturan Pemndangundanga_n,

: ; tetap akibat dari pengalihan
4) P, ; ] penjualan asset
( ]s:;acgar;:ga hgisllﬂ akpsu (-jl dalam ayat (3) merupakan pendapatan

Puskesmas.

~—
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o)

asset tetap g¢

bagaimana dimaksud pada ayat (4)
ara memadaj dal

am laporan keuangan Puskesmas.

Hasil penjualan
diungkapkan sec

Pasal 51

(1) Tanah dan bangunan Puskesmas disertifikatkan atas nama pemerintah
daerah yang bersangkuta_n, ,

(2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dapat dialihkan oleh Kepala
Puskesmas dengan Persetujuan Walikota,

Bagian Kedelapan
Kerjasama

Pasal 52

(1) Guna meningkatkan kualitas pelayanan, Puskesmas dapat melakukan
kerjasama dengan pihak ketiga.

() Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan
prinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis.

Pasal 53

(1) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 52

meliputi :
a. kerjasama operasi; dan
b. sewa menyewa. ‘

(2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat {l)' huruf a
merupakan perikatan antara Puskesmas dengan pihak ketiga dalam
penyediaan fasilitas melalui pengelolaan manajemen dan proses
operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai
kesepakatan.

gaim i 1) huruf b
b ana dimaksud dalam ayat. ( !
(3) lsne‘:: icnyggim?aa?an parang milik Puskesmas oleh pihak lain dalam
L pakan 5
jangka waktu tertentu dengan imbalan uang.
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Pasal 54

(1) Hasil kerjasama sebagaimang g al 52, merupakan
pendapatan Puskesmag, AT hen. e ’

2) Pendapatan Puskesmag seba
di

i gaim i at (1) dapat
pergunakan secara langsun ana dimaksud dalam ayat (1)

& Untuk membiayai belanja sesuai RBA.

Bagian Kesembilan
Penyelesaian Kerugian

Pasal 55

Kerugian Pad‘a Puskesmas yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum

Bagian Kesepuluh
Penatausahaan

Pasal 56

(1) Penatausahaan Keuangan paling sedikit meliputi :
penerimaan kas

pengeluaran kas

piutang

utang atau liabilitas

persediaan

aset tetap

ekuitas

™o oo o

Pasal 57

Bendahara Puskesmas selaku Pejabat Pengelola Keuangan BLUD Unit Kerja
Puskesmas Magelang Selatan yang mengelola ua.ng," barang dan kekayaan
dacrah yang terdapat pada Puskesmas wajib menyelenggarakan
Pénatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 sesuai

Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58
() Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56

didasarkan pada prinsip manajemen pengelolaan keuangan bisnis yang
sehat,
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a. Terdapat Penambah

b. Belanja melampayi

: ambang batag fleksibilitas yang telah ditetapkan;
an

genai  penyusunan, pengajuan, penetapan,
perubahan RBA diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

" Bagian Kesatu
Akuntansi

Pasal 61
() BLUD Unit Kerja Puskesmas Magelang Selatan menerapkan system
informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis
yang sehat.
(2) Setiap transaksi keuangan Puskesmas harus dicatat dan dokumen

pendukungnya dikelola secara tertib.

Pasal 62

(1) BLUD Unit Kerja Puskesmas Magelang Selatan mcnyelenggarakar?
akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan Sta_-ndar akuntansi
keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
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(2) Penyelenggaraan akuntang;
dimaksud dalam ay.
pendapatan, belanja

t dan laporan keuangan  schagaimana
a s
) Menggunakan basis akrual dalam pengakuan
as o5 ;
» asset, kewaijan maupun ckuitas dana.

Pasal 63

(1) bDa:g::;isr:nk?::l penyel‘?nggaraan akuntansi dan pelaporan  keuangan
€ Sebagalmana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) Kepala

Puskesmas rnenjfusun kebijakan akuntansi yang herpedoman  pada
standar akuntans;j Seésuai jenig Iayanannya

Peéngakuan, pengukuran, penyajian dan

pengungkapan asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban.

Pasal 64

(1) Proses akuntansi secara manual meliput; :
a. Mencatat bukti transaksi ke dalam buku jurnal;
- Memposting ke buku besar dan buku pembantu;

. Mengikhtisarkan saldo buky besar ke dalam neraca saldo: dan
. Menyusun laporan keuangan,

o

oo

(2) Proses akuntansi sebagaimana dimaksud alyat (1) dapat dilaksanakan
dengan menggunakan aplikasi berbasis komputer di Puskesmas.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 65

(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) terdiri
dari :
a. Neraca;
b. Laporan operasional;
¢. Laporan Realisasi Anggaran;
d. Laporan arus kas; dan
e. Catatan atas laporan keuangan. ' -

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan
laporan mengenai kinerja.

(3) Neraca sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan laporan
yang menggambarkan posisi keuangan mengenai asset, kewajiban dan

ekuitas dana pada tanggal tertentu.
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Laporan operasi .

& merupakan lapofal;a;aiegb E:)gal_nf":“na dimaksud dalam ayat (1) huruf b
Puskesmas selama saty, perﬁ:lg[Sl Informasi jumlah pendapatan dan beban
L~

5) Laporan arus kas .

()mcmpakan laporan ;:::g;‘man? dimaksud dalam ayat (1) huruf c
aktivitas operasional, ; Nyajikan informasi kas sehubungan dengan

nwv 1
°Stasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau

g Smas Magelang Selatan menyusun dan
menyampaikan | = A
yampatkan laporan keuangan secara berkala kepada DPPKD melalui

(2) Laporan keuangan sebagaimana dj
a. Laporan realisasi anggaran;
b. Neraca;

c. Laporan arus kas; dan
d. Catatan atas laporan keuangan

Pasal 67

(1) Laporan keuangan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 66
ayat (2) terdiri dari :
a. Laporan triwulan;
b. Laporan semesteran; dan
c. Laporan tahunan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling
lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 68

Laporan pertanggungjawaban keuangan diaudit oleh pemeriksa ekternal
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB vi11 .
AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal g9

(1) Kepf:la Puskesmas Pertanggungiawal terhadap kinerja operasional
Puskesmas sesuaj dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA.

(2) pala Pl.lSkesmElS mengikhtiSa.rkan dan melaporka.n kinfﬂja operasional

Ke
Puskesmas secara terintegras; .

den ebagaimana
dimaksud dalam paga] 65 ayat (1). gan laporan keuangan sebag

BAB IX
SURPLUS DAN DEFISIT

Pasal 70

(1) Surplus anggaran meru

N pakan selisih lebih antara realisasi pendapatan
dan realisasi belanja Py,

skesmas pada satu tahun anggaran.

anggaran tahun berikutnya atay seluruhnya disetor ke Kas Daerah
dengan mempertimbangkan posisi likuiditas Puskesmas.

Pasal 71

(1) Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan
dengan realisasi belanja Puskesmas pada satu tahun anggaran.

(2) Defisit anggaran dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran
berikutnya kepada PPKD melalui Kepala Dinas sesuai kewenangannya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72
Dengan ditetapkannya BLUD Unit Kerja Puskesmas Magelang Selatan

sebagai PPK-BLUD maka dokumen RKA dipersamakan sebagai Dokumen
RBA definitif yang berfungsi sebagai DPA BLUD.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Agar setlgp' orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempat

annya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditegapkan di Magelang
pagla tanggal 31 Oesemiar 2013

ALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 38\ Owsemmc 2003

SEKRETARIS DAE KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2013 NOMOR 78
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